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PENGERTIAN Penanganan  dan  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  adalah

proses  untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  badan  publik

dengan  pemohon  informasi  publik  terkait  hak  memperoleh  dan

menggunakan informasi publik.

TUJUAN Untuk memastikan hak masyarakat atas Informasi Publik terpenuhi,

serta menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, biaya ringan, dan

sederhana.

KEBIJAKAN 1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25  Tahun  2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2023
tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996
tentang wajib Simpan Rahasia Kedokteran;

5. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  13
Tahun  2017  tentang  Penanganan  Pengaduan  Masyarakat
Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

6. Keputusan  Direktur  Utama  RSUP  Prof  Dr.  R.  D.  Kandou

Manado  No:HK.02.03/D.XV/4040/2024  tentang  Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Prof Dr. R. D.

Kandou Manado

PROSEDUR 1. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat
Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  dalam  waktu  10
(sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.

2. Menerima  ajuan  proses  Penanganan  Sengketa  Informasi/
ajuan keberatan
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3. Menetapkan  tim  fasilitasi  Sengketa  Informasi  untuk
mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi diketuai oleh
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  utama  dan
beranggotakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pembantu  terkait,  pejabat  yang  menangani  bidang  hukum,
pejabat  fungsional,  serta  Jabatan  Fungsional  Umum  yang
sesuai dengan kebutuhan

4. Melakukan upaya penyelesaian Sengketa lnformasi Pubtik.
5. Mengkoordinasikan penanganan Sengketa Informasi Publik.
6. Melaporkan  adanya  Sengketa  Informasi  Publik  memberikan

surat kuasa dan arahan.
7. Mengkoordinasikan bukti yaitu formulir permohonan, jawaban

atas permohonan informasi, formulir keberatan, jawaban atas
keberatan

8. Menyiapkan  bukti  lain  yang  memiliki  relevansi  dengan
Sengketa Informasi Publik

9. Menganalisa  dan  membuat  pertimbangan  secara  tertulis
tentang sengketa yang dihadapi

10.Menghadiri persidangan
11.Membuat laporan
12.Menyampaikan laporan kepada pembina dan atasan melalui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama
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